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PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN 
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
 
ABSTRAK : - bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

55/PUU-XVIII/2020 perlu dilakukan perubahan beberapa ketentuan 
mengenai teknis pengawasan pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan 
penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 
tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai 
Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata 
Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat 
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan 
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Badan 
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan 
Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan 
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 
2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan 
Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan 
Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum 
Kecamatan.  

  - Beberapa pengaturan mendasar yang menjadi poin pengaturan dalam 
Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2022 yaitu penambahan pengaturan 
norma mengenai definisi Pengawas Pemilu, Partai Politik Peserta Pemilu, 
sistem informasi partai politik, verifikasi administrasi, dan verifikasi 
administrasi. Dalam peraturan Bawaslu ini juga menyesuaikan dengan 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 55/PUU-XVIII/2020 
mengenai Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan 
lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 
tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara 
faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan 
Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan 
di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak 
memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, 
diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara 
faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap 
partai politik baru. 
 

CATATAN : - Peraturan Bawaslu ini ditetapkan pada tanggal 11 Oktober 2022. 
  - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 20 

Oktober 2022. 
 


